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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 

Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi seluruh umat manusia yang ada di 

muka bumi. Oleh karenanya, manusia diciptakan di muka bumi ini untuk dijadikan 

sebagai khalifah, yakni tugasnya adalah untuk mengatur segala sesuatu yang ada di 

muka bumi, mulai dari air, tanah, tumbuhan, hewan, dan sebagainya.  

“Namun, perubahan zaman terus berkembang, teknologi yang maju 

justru menjadi halangan untuk tetap menjaga keasrian lingkungan. 

Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan yang 

dinamis. Perubahan dalam lingkungan hidup akan menyebabkan 

perubahan dalam kondisi fisik maupun psikis manusia untuk 

menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Perubahan dalam 

kondisi manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan 

dalam lingkungan hidup”.1)  

 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak hanya lingkungan yang dapat 

mempengaruhi manusia, melainkan manusia pun menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi lingkungan, sehingga dibutuhkan kepedulian dari manusia terhadap 

lingkungannya sendiri. Hal ini dilakukan demi memperoleh lingkungan yang baik 

dan sesuai dengan kebutuhan manusia, sehingga hubungan yang dinamis antara 

                                                             
1) A. Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 6-7. 



2 
 

manusia dengan lingkungannya akan tetap terjaga. Manusia mempunyai hubungan 

timbal-balik dengan lingkungannya. Aktivitasnya mempengaruhi lingkunganya. 

Sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkunganya. Hubungan timbal balik 

demikian terdapat antara antara manusia sebagai individu atau kelompok atau 

masyarakat dan lingkungan alamnya. 

Masalah lingkungan telah ada di hadapan kita, berkembang sedemikian 

cepatnya, baik ditingkat nasional maupun di tingkat internasional (global dan 

regional) sehingga tidak ada suatu Negara pun dapat terhindar daripadanya. Setiap 

keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang lahir 

dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan 

penumpangnya adalah manusia seutuhnya. Pembahasan aspek-aspek hukum 

(hukum lingkungan) pengelolahan lingkungan dalam perspektif masalah 

mengharuskan kita memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada sekedar 

pengetahuan hukum belaka. Dilihat dari saling kebergantungan unsur lingkungan, 

ada yang membahas masalah lingkungan ini dari masalah kependudukan, masalah 

dapat habisnya sumber daya alam (depletion) dan masalah pencemaran. 

Seperti halnya di Negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah 

lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama 

disebabkan oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, 

peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan 

teknologi yang tercermin, antara lain dalam proses industrialisasi. 
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Masalah lingkungan di Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, 

berbeda dengan masalah lingkungan di Negara maju atau industri.2) 

Bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan salah satu komoditi strategis di 

dalam pembangunan tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan bahan berbahaya 

dan beracun (B3) di dalam negeri merupakan hal yang amat penting dan bahkan 

mutlak. Oleh karena itu, pelaku penyalahgunaan pengangkutan bahan beracun 

berbahaya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.3) 

Dalam pengelolahan limbah, apabila limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 

tidak dapat dikelola dengan baik dan dibuang saja ke lingkungan masyarakat dalam 

hal ini ke sungai atau ke persawahan warga, maka akan menimbulkan pencemaran. 

Apabila sudah terjadi pencemaran tersebut di lingkungan, maka disinilah berlaku 

asas tanggungjawab mutlak yang harus dibebankan kepada para pelaku industri. 

Limbah rumah sakit adalah semua limbah baik yang berbentuk padat maupun 

cair yang berasal dari kegiatan rumah sakit baik kegiatan medis maupun nonmedis 

yang kemungkinan besar mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan 

radioaktif. Apabila tidak ditangani dengan baik, limbah rumah sakit dapat 

menimbulkan masalah baik dari aspek pelayanan maupun estetika selain dapat 

menyebabkan pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penularan penyakit 

(infeksi nosokomial). Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah sakit perlu 

                                                             
2) M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, 

Alumni, Bandung, 2001, hlm 10-11. 
3) Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

PT.Citra Adtya Bakti, Semarang, 2001, hlm 30. 
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mendapat perhatian yang serius dan memadai agar dampak negatif yang terjadi 

dapat dihindari atau dikurangi.4) 

Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah 

angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara 

Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik 

Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) hingga saat ini.5) 

Di dalam sebuah negara sudah seharusnya dilengkapi dengan kekuatan militer 

untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan 

sebuah negara. Seperti halnya negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai 

kekuatan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan 

anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku 

semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana dan hukum perdata. 

Dibentutknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para 

anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana, menjadi 

salah satu alat kontrol bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam 

menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas Tentara 

                                                             
4) Budiman Chandra, Pengantar Kesehatan Lingkungan, Buku Kedokteran, Jakarta, 2006, hlm 

191. 
5) Wikipedia, Pengertian TNI, https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia, diunduh 

pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 13.43. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia
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Nasional Indonesia (TNI) sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan 

bangsa dan negara. 

Kata militer berasal dari “miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang 

yang dipersenjatai dan disiapka untuk melakukan pertempuran atau peperangan 

terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.6) 

Setiap anggota Militer yang berpangkat tinggi ataupun rendah wajib 

menegakkan kehormatan militer dan selalu memikirkan perbuatan-perbuatan atau 

ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran.Dilihat 

pada pertumbuhan dan perkembangan dari pada hukum militer itu sendiri, maka 

pada hakekatnya hukum militer itu lebih tua dari konstitusi-konstitusi negara-

negara yang tertua di dunia ini. Karena militer sebagai orang yang siap untuk 

bertempur untuk mempertahankan negeri atau kelompoknya sudah ada sejak 

zaman dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi tersebut. 

Hukum Pidana Militer berkembang berdasarkan kebutuhan karena sesuai 

dengan situasi dan kondisi. Hukum Pidana Militer merupakan suatu hukum yang 

khusus karena terletak pada sifatnya cepat, dan prosedur-prosedurnya yang berbeda 

dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum pidana. 

Hukum pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan 

khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar “Tentara Nasional 

Indonesia”, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan 

                                                             
6) E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Almuni AHM-PTHM 

Jakarta, 1981, hlm 26. 
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militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana 

kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan 

perang. 

Terdapat banyak istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu“tindak 

pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman sering 

dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari 

pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti 

perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit.7) 

TNI juga mempunyai tugas dalam menjaga lingkungan wilayah Indonesia dari 

pencemaran lingkungan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) karena TNI 

adalah sebagai anggota warga Negara yang mengabdi seluruhnya untuk Negara, 

namun ada kalanya anggota TNI yang melanggar dan merusak lingkungan di 

wilayan Indonesia demi keuntungan dirinya sendiri. 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menyatakan 

bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.8) Artinya kekuasaan itu tunduk 

pada hukum, Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus 

diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah termasuk persamaan 

hukum pada anggota TNI.  

                                                             
7) Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan VIII, Rineka Cipta, Jakarta 1993, hlm 55. 
8) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia 1945, Sekretariat Jendral MPR RI, 2010. 
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Pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dapat 

menurunkan kualitas lingkungan, bahkan pada gilirannya dapat mengakibatkan 

rusaknya komunitas biotik maupun abiotik. Biotik berasal dari bahasa Yunani yaitu 

”bios” yang berarti makhluk hidup sedangkan abiotik berasal dari bahasa Latin 

istilah abiotik perpaduan dari kata ”a” yang berarti tidak dan ”bios” yang berarti 

hidup jadi abiotik merupakan komponen tidak hidup. Manusia sebagai salah satu 

komponen biotik juga dapat terkena dampak pencemaran lingkungan tersebut baik 

langsung maupun tidak langsung. 

Sesuai dengan ketentuan umum yang tertera dalam Pasal 1 angka 23 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup disebutkan: bahwa pengelolaan limbah B-3 adalah kegiatan 

yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, 

pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. 

Contohnya kasus kerusakan lingkungan yang berada di Indonesia yang 

terletatak di Desa Panguragan Kabupaten Cirebon yang dilakukan oleh oknum 

Militer yang bernama Tumpak menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan 

Secapa PK awalnya Tumpak oknum Militer berniat membuka usaha limbah dan 

mengurus perizinan untuk membuka usaha pabrik limbah, surat izin daftar 

perusahaan, izin dagang, dan izin gangguan suara. Setelah mendapat izin Tumpak 

oknum Militer menjalankan usahanya dibidang pengelolaan barang-barang 

rongsok dan barang daur ulang di Desa Panguragan yang tadinya nama perusahaan 
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tersebut adalah PT Bintang Muda Plastik Gumil dan dirubah menjadi PO Bintang 

Muda Plastik Gumil. 

Tumpak oknum Militer membangun gudang untuk PO Bintang Muda Plastik 

Gumil untuk menjalankan usahanya mengelola limbah medis, kemudian sekitar 

bulan Januari 2017, Tumpak oknum Militer mulai menerima pengiriman barang 

limbah medis dari Sujianto berupa Botol infus, alat suntik, selang infus, gelas 

tempat garam tawar, jerigen bekas soda, jerigen dan botol plastik sisa obat dengan 

bobot sekitar 3,8 Ton (tiga koma delapan ton) tiap dua hari sekali yang diangkut 

menggunakan truk dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilo sudah 

termasuk biaya pengiriman, dengan sistem pembayaran. Setelah menerima barang 

Tumpak okum Militer mentranfer uang sebagian sebagai DP (Down Payment) 

melalui rekening Bank BCA milik Tumpak ke rekening BCA milik Sujianto. 

Setelah mengolah limbah rumah sakit tersebut kemudian sisa limbah medis 

yang tidak mempunyai nilai jual berupa karet, botol kaca dan jarum suntik, cairan-

cairan sisa serta label botol obat tidak dijual dan dibuang awalnya ke sungai saluran 

irigasi Desa Panguragan Kec. Panguragan Kab. Cirebon yang menyebabkan warna 

air sungai menjadi warna merah kekuning-kuningan dan berbau agak anyir namun 

kemudian dibuang ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara), bahkan sisa limbah 

B3 yang tidak mempunyai nilai jual tersebut ada yang dibuang ke bekas kolam 

milik warga tanpa melalui proses penjernihan atau sterilisasi.9)  

                                                             
9) Wawancara dengan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung, 15 Agustus 2018. 



9 
 

Mengingat sering terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan 

hidup yang salah satu contoh tindak kerusakan lingkungan hidup dilakukan oleh 

oknum Militer diatas, demi masa depan bangsa dan Negara, demi kesejahteraan 

warga Negara Indonesia dan anak cucu kita, maka penegakan pidana perlu 

dilakukan dengan tegas terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan 

hidup. 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas penulis tertarik untuk 

membuat suatu penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : 

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM MILITER AKIBAT 

PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI 

KABUPATEN CIREBON YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN 

LINGKUNGAN HIDUP” 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan pada latar belakang penelitian maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oknum anggota militer yang telah 

membuang limbah beracun di hubungkan dengan Undang-Undang No. 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 

2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan 

hidup yang dilakukan oleh oknum militer? 
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3. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan untuk memulihkan kerusakan 

lingkungan hidup yang terjadi di Desa Panguragan Kulon Kabupaten Cirebon? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka tujuan dari penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana 

oknum militer yang telah membuang limbah beracun di desa Panguragan Kulon 

Kabupaten Cirebon menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dihubungkan 

dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab 

terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh oknum militer. 

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan 

untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Desa 

Panguragan Kulon Kabupaten Cirebon. 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian 

ditentukan dari sebuah besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian 

tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan 

bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum 

pidana militer, dalam hal tindak pidana perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang dilakukan oleh oknum militer. 

b. Diharapkan menambah pengetahuan untuk praktisi, pemerintah, profesi 

hukum dan wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya 

mengenai tindak pidana kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh 

oknum militer dan juga dapat memberikan referensi dan pengetahuan 

mengenai hukum pidana untuk masyarakat yang ingin mempelajari dan 

memahami hukum pidana khususnya mengenai pembuangan limbah 

medis B3 (bahan beracun dan berbahaya) yang mengakibatkan kerusakan 

lingkungan oleh oknum militer. 

c. Hasil penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

kepada pendidikan ilmu hukum dan diharapkan dapat dijadikan bahan 

acuan penulisan hukum mahasiswa fakultas hukum selanjutnya. 
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2. Secara Praktis 

a. Untuk melengkapi dan menambah bahan pustaka yang telah ada 

khususnya di Universitas Pasundan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau 

pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang 

memerlukan. Terutama untuk mahasiswa fakultas hukum UNPAS dan 

perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin 

mengetahui lebih lanjut tentang pembuangan limbah medis B3 yang 

mengakibatkan kerusakan lingkungan oleh oknum militer. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan kepada pihak-

pihak yang terlibat agar peraturan perundang-undangan yang sudah 

dibuat oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Pancasila sebagai dasar negara, filsafah kehidupan bangsa dan ideologi 

nasional, hal ini dibuktikan dengan adanya sila-sila Pancasila di dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan :10 

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksakan ketertiban 

                                                             
10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral MPR RI, 

2010, hlm 3. 
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dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial, maka disusunlah terbatas, kegiatan pembangunan kemerdekaan 

kebangsaan Indonesia di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, 

Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

 

Pancasila sila ke 1 yakni ”Ketuhanan yang Maha Esa“ dan sila ke 2 yakni 

“Kemanusian yang adil dan beradab”, artinya perbaikan moral serta kesadaran 

hukum dari masyarakat maupun aparat penegak hukum merupakan salah satu 

upaya untuk mewujudkan penegakan hukum, guna menciptakan rasa adil, aman, 

dan tertib bagi seluruh Bangsa Indonesia, yang berlandaskan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

Artinya segala tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang 

berlaku atau hukum positif atau aturan-aturan lainnya seperti tidak bertentangan 

dengan undang-undang, norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas dan lain-lain. 

Hal ini berlaku umum tanpa terkecuali; pelanggaran yang dilakukan oleh 

siapapun, seperti yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Harus 

diminta pertanggungjawaban hukumnya dimuka pengadilan (Pengadilan Militer) 

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang menyatakan :11)  

“Segala warga Negara bersamaan kedudukan di dalam Hukum dan 

Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya”. 

 

                                                             
11) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, op.cit, hlm 8. 
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Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat 

mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi 

dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak saja hanya sering digunakan 

dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, 

moral, agama, dan sebagainya. 

Pelanggaran tersebut diatas dalam ilmu hukum masuk kedalam kajian hukum 

pidana yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan 

kejahatan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan 

hukuman:12)  

“Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum 

pidana di indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam 

bahasa Belanda strafbaarfeit, yang sebenarnya  merupakan istilah 

resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

yang sekarang berlaku di indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, 

yaitu delict. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya 

dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan 

merupakan “subjek” tindak pidana”. 

 

Hukum Pidana Militer diatur dalam peraturan khusus yang berlaku bagi prajurit 

TNI yaitu Hukum Pidana Militer. Ditinjau dari sudut justisiabel maka Hukum 

Pidana Militer dalam arti material dan formal adalah bagian dari hukum positif, 

yang berlaku bagi justisiabel Peradilan Militer, yang menentukan dasar-dasar dan 

peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta 

terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa 

                                                             
12) Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 

hlm 58. 
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dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang 

menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana, demi tercapainya keadilan 

dan ketertiban hukum. 

Hukum Pidana Militer adalah suatu hukum pidana yang secara khusus berlaku 

bagi militer (dan yang dipersamakan) disamping berlakunya hukum pidana lainnya 

(umum dan khusus dalam arti pembagian pertama tersebut). 

Dari uraian diatas dapat dipahami, bahwa karena yang berlaku bagi seseorang 

(atau justisiabel peradilan militer) bukan saja hanya pada Hukum Pidana Militer, 

melainkan juga Hukum Pidana Umum dan ketentuan dalam Hukum Pidana Umum 

(yang pada dasarnya digunakan juga oleh Hukum Pidana Militer dengan beberapa 

pengecualian).13) 

Hukum Acara Peradilan Militer (HAPMIL), diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang pada Pasal 1 nya memuat 

tentang pengertian. 14) 

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer 

mengatur mengenai kewenangan Pengadilan untuk mengadili anggota Militer yang 

melakukan pelanggaran maupun tindak pidana. Kewenangan tersebut disebutkan 

dalam pasal berikut yang berbunyi : 

                                                             
13) S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Cetakan Ketiga, Badan Pembinaan Hukum 

Tentara Nasional Indonesia, hlm 18. 

 
14) Buchari Said, Memperkenalkan Selayang Pandang Hukum Acara Pidana Militer, Bandung, 

2010, hlm 9. 
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Pasal 5 ayat (1) : 

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan 

Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan 

memperhatikan kepentingan penyelenggaraan kepentingan penyelenggaraan 

pertahanan keamanan Negara. 

Pasal 8 ayat (1) : 

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksana 

kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata. 

Setiap anggota Militer yang melakukan tindak pidana dapat diancam sesuai 

yang tertera dalam KUHPM maupun KUHP, oleh karena itu tindak pidana apapun 

yang dilakukan oleh oknum Militer akan di proses oleh Oditur Militer dan 

selanjutnya diadili di Pengadilan Militer. Sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2 

KUHPM yaitu: 

Pasal 1 KUHPM: 

Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum 

pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan 

undang-undang. 

 

 

Pasal 2 KUHPM: 
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Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang 

dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasan badan-badan peradilan 

militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-

penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. 

Asas, pokok, dasar, amandemen didalam KUHAP dianut pula didalam 

HAPMIL. Asas fundamen merupakan roh, jiwa suatu undang-undang dan jiwa, roh 

tersebut harus dilaksanakan, dioperasikan di dalam KUHAP, HAPMIL 

Asas-asas tersebut diantara lain : 

1. Asas praduga tidak bersalah; 

2. Asas bantuan hukum; 

3. Asas pemeriksaan perkara pidana terbuka untuk umum (di depan 

pengadilan); 

4. Asas pemeriksaan secara langsung; 

5. Asas pemeriksaan secara lisan; 

6. Asas ganti rugi rehabilitasi. 

Asas-asas tersebut juga menjiwai HAPMIL. 

Disamping itu dalam HAPMIL juga ada asas-asas lainnya, yang merupakan 

asas-asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer yaitu : 15) 

1. Asas kesatuan komando (unity of command); 

2. Asas komandan bertanggungjwab terhadap anak buahnya; 

                                                             
15) Ibid, hlm 15-17. 
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3. Asas kepentingan militer. 

Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berbunyi : 

Pasal 190 ayat (1) : 

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak 

pidana yang didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan pidana. 

Pasal 190 ayat (4) : 

Waktu penahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

Sistem pertanggungjawaban pidana dari masa ke masa mengalami 

perkembangan. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga 

dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 

pengenaan sanksi pidana dengan maksud untuk menentukan pertanggungjawaban 

pelakunya. 

Dasar hukum pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa: 

Pasal 1 ayat (1) : 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu 

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lain. 
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Dimensi manusia adalah salah satu komponen dari ekosistem dimana eksistensi 

manusia memegang peranan kunci dalam berinteraksi dengan lingkungan 

hidupnya. Dalam konteks tersebut, antara manusia dan lingkungan hidup terjadi 

interaksi yang timbal balik.Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, begitu 

juga manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup 

merupakan ruang dimana aktivitas manusia berlangsung, manusia memanfaatkan 

sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. 

Pemerintah melakukan tugasnya dalam bidang hukum lingkungan dengan 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga manusia atau dalam hal ini disebut 

sebagai masyarakat, diwajibkan untuk terus mengingat tugasnya sebagai khalifah 

di muka bumi.16) 

Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tentunya 

dimaksudkan agar seluruh masyarakat menaati aturan yang ada, sehingga muncul 

suatu penegakan hukum dalam bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, yang dapat dimaknai bahwa seluruh masyarakat wajib mengikuti perintah 

yang ada dalam undang-undang dan akan memeroleh sanksi apabila melakukan 

pelanggaran. 

Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 ialah 

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaandan makhluk hidup, termasuk 

                                                             
16) Soemarwoto, Ekologi lingkungan hidup dan pembangunan, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 1. 
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manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungann per-kehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berdasarkan Pasal 1 

ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah upaya sistematis dan terpadu 

yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan 

penegakan hukum. 

Dari penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperoleh pengertian asas-asas 

tersebut yaitu:17) 

1. Tanggung jawab Negara; 

2. Kelestarian dan keberlanjutan; 

3. Keserasian dan keseimbangan; 

4. Keterpaduan; 

5. Manfaat; 

6. Kehati-hatian; 

7. Keadilan; 

8. Ekoregion; 

9. Keanekaragaman hayati; 

                                                             
17) M. Yunus Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan, Arus Timur, Makassar, 2014, hlm 187. 
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10. Pencemar membayar; 

11. Partisipatif; 

12. Kearifan lokal; 

13. Tata kelola pemerintahan yang baik; 

14. Otonomi daerah. 

Seluruh ketentuan-ketentuan tersebut harus dioperasikan sesuai dengan asas-

asas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Melihat dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya di 

Indonesia atau kenyataannya, tidak terealisasikan sebagaimana Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

yang berlaku tidak dipatuhi oleh oknum Militer itu sendiri yang seharusnya seorang 

Warga Negara Indonesia atau seluruh Rakyat Indonesia menjaga dan melestarikan 

lingkungan di wilayahnya sendiri sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

menyebutkan sebagai berikut : 

Pasal 3 : 

a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; 

c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; 

d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 
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e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; 

f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; 

g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidupsebagai 

bagian dari hak asasi manusia; 

h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; 

i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan Mengantisipasi isu lingkungan 

global. 

 

F. Metode Penelitian 

 

1. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian 

berupa deskriptif analitis, yaitu Penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

deskriptif yang mana penelitian dilakukan dengan melukiskan dan menggambarkan 

fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer yaitu peraturan 

perundang-undangan, data sekunder bahan hukum sekuder yaitu pendapat-

pendapat atau doktrin para ahli hukum terkemuka, dan data sekunder bahan hukum 

tersier seperti kamus hukum dan sebagainya.18) Dalam hal ini menjelaskan dan 

memaparkan data dari hasil penelitian mengenai Akibat Pembuangan Limbah 

                                                             
18) Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Semarang, 1990, hlm. 97-98.   
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Medis Berbahaya dan Beracun (B3) Yang Menyebabkan Kerusakan Lingukungan 

Oleh Oknum Militer. 

2. Metode Pendekatan 

Penulis menggunakan metode pendekatan berupa yuridis normatif atau 

penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

dan data sekunder.19) Menurut Soerjono Soekanto pendekatan Yuridis Normatif 

yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan 

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti.20) 

Selanjutnya akan menggambarkan pengaturan yang, berkaitan dengan tindak 

pidana pembuangan limbah medis bahan, beracun dan berbahaya (B3) yang 

menyebabkan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh oknum Militer. 

3. Tahap Penelitian 

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan beberapa tahap yang meliputi :  

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian 

kepustakaan yaitu Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam 

                                                             
19) Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo 

Persada, Jakarta, 2004, hlm 118-119. 
20) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 

2001, hlm. 13-14.   
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bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan 

hukum tersier. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data 

sekunder, yaitu :21) 

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri 

atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki 

peraturan perundang-undangan, yaitu:  

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Amandemen ke-empat (IV).  

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan 

Militer 

2. Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang 

hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisa bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku yang 

relevan, internet dan surat kabar.  

3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.22) 

                                                             
21) Ronny Hanitjo Soemitro, op.cit, hlm. 11-12.   
22) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, loc.cit. 
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b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi 

data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan 

dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.23) 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan 

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Studi Dokumen  

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui 

data tertulis, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literature-

literatur, catatan-catatan dan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk 

memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang 

sedang dibahas. 

b. Studi Lapangan 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti 

                                                             
23) Ronny Hanitijio Soemitro, Op.Cit, hlm. 98.   
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dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

5. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

a. Kepustakaan 

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan 

adalah alat-alat tulis dan buku di mana peneliti membuat catatan-catatan 

tentang data-data yang diperlukan serta ditransfer memalui alat elektronik 

berupa laptop guna mendukung proses penyusunan dengan data-data yang 

diperoleh.    

b. Lapangan 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian di lapangan ini 

berupa catatan lapangan tentang beberapa peristiwa yang terkait dengan 

penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara secara tertulis dan lisan 

yang kemudian di rekam melalui perekam suara atau (Voice Recorder) tentang 

permasalahan yang diteliti.  

6. Analisis Data 

Setelah penulis memperoleh data, penulis melanjutkan dengan menganalisis 

data, dengan metode Yuridis Kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara 

sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang 

diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, dengan 

data yang diperoleh secara sekunder lalu data tersebut dianalisis apakah data yang 
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didapatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan 

oleh penegak hukum. Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan 

penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan referensi lainnya 

yang terkain dengan penelitian. 

7. Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mengambil lokasi di beberapa 

tempat, yaitu : 

a. Perpustakaan : 

1. Perpustakan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan 

Lengkong Besar No. 68 Bandung. 

2. Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jalan 

Kawaluyaan Indah II No. 4 Bandung. 

b. Lapangan 

1. Pengadilan Militer II-09 Bandung Jl. Soekarno-Hatta No.745, 

Cisaranten Endah, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40265, 

Indonesia 

 

 

 


